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 PERATURAN WALIKOTA MALANG 

  NOMOR 96 TAHUN  2016 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA MALANG, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, 

kualitas dan akuntabilitas manajemen kepegawaian 

khususnya pengangkatan, pemindahan dan 

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu didasarkan 

pada Standar Kompetensi Manajerial; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Standar Kompetensi 

Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan PropinsiJawa-Timur, Jawa-Tengah, 

Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

UndangNomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 

Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan 

Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial 

Pegawai Negeri Sipil; 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR 

KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN 

TINGGI PRATAMA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal1 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi  

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

5. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS adalah  

warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu,  

diangkat  sebagai  Pegawai  ASN secara  tetap  oleh  pejabat  

pembina  kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja 

organisasi negara. 

7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi 

pada Pemerintah Daerah yang setara dengan jabatan struktural 

eselon II. 

8. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang 

mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas 

dan/atau fungsi jabatan. 

9. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup 

aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau 

fungsi jabatan. 

10. Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut 

Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi 



4 
 

manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam 

melaksanakan tugas jabatan. 

 
BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal  2 

 

Maksud penetapan Standar Kompetensi Manajerial, yaitu: 

a. Sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 

b. Sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usuldan/atau 

penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS 

dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan 

c. Sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau 

pembinaan karier PNS. 

 

Pasal  3 
 

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Manajerial, yaitu: 

a. Mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas  

pengangkatan, pemindahan dan  pemberhentian PNS dalam dan 

dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 

b. Mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan 

dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan  dalam  rangka 

pembinaan; dan 

c. Mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS. 

 
 

BAB  III 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL 
 

Pasal  4 
 

(1) Standar Kompetensi Manajerial digunakan sebagai dasar untuk 

menilai kesesuaian profil kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama/PejabatEselon II. 

(2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada                 

ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan 

Walikota ini. 

 
 



5 
 

BAB  IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Malang. 

 

Ditetapkan di  Malang 
pada tanggal  30   -  12    -  2016 

WALIKOTA MALANG, 

 
                            ttd. 

 

MOCH. ANTON 
Diundangkan di Malang 

pada tanggal  30     -      12    -   2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

 

   ttd. 
 

                    IDRUS 
 
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 96 

 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
TABRANI, SH, M.Hum. 
Pembina 

NIP. 19650302 199003 1 019 



 

 

 


